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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BATARA MEMBANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja
Perusahaan Daerah Batara Membangun agar dapat bersaing
sesuai dengan perkembangan ekonomi sekaligus untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu memperkuat
permodalan Perusahaan Daerah Batara Membangun dengan
melaksanakan penyertaan modal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 71 ayat (7), untuk melaksanakan penyertaan modal
Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b,  maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada
Perusahaan Daerah Batara Membangun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor
58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor  32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH BATARA MEMBANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara;
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.

7. Perusahaan Daerah Batara Membangun adalah Perusahaan Daerah Batara
Membangun Kabupaten Barito Utara yang seluruhnya atau sebagian modalnya
berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan
Daerah Batara Membangun adalah :

1. untuk meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah Batara Membangun guna
mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;

2. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk
Perusahaan Daerah Batara Membangun; dan

3. untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Batara Membangun dalam
rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan
menambah pendapatan daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Perusahaan Daerah
Batara Membangun adalah sebesar Rp 20.000.000.000,00 (Dua Puluh milyar
rupiah).

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan untuk
pembangunan 2 (dua) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
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BAB IV
PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
dianggarkan sebagai berikut :
a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh

milyar rupiah); dan
b. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh

milyar rupiah);

(2) Penganggaran Penyertaan Modal  pada Perusahaan Daerah Batara Membangun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran
berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan
kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan Perusahaan Daerah
yang bersangkutan.

(3) Pengganggaran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 25 September 2015

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. FAKHRI FAUZI, MH
NIP.19710921 199803 1 004
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BATARA MEMBANGUN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan bahwa “Investasi
Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri”.

Perusahaan Daerah Batara Membangun diharapkan agar dapat bersaing dan
berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya
guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Batara Membangun
berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan
Perusahaan Daerah Batara Membangun dengan melaksanakan penyertaan modal.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Kepada Perusahaan Daerah Batara Membangun. Penetapan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Kepada Perusahaan
Daerah Batara Membangun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam
Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015
NOMOR 8


